BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1473, 2016 KEMENKEU. BLU. BP Batam. Tarif. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.05/2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam telah mempunyai tarif layanan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012
tentang Tarif Layanan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
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Batam, Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam mengusulkan tarif layanan kepada Menteri
Keuangan melalui Dewan Kawasan;

c. bahwa Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam melalui Surat Nomor:
3/KA-DK/BTM/1/2016 tanggal 27 Januari 2016, telah
mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan
Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan
Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah
dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

e. bahwa berkenaan dengan adanya usulan perubahan tarif
layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan
Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang
sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5198);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016
tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal 1
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(BP Batam) adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan

oleh Badan Layanan Umum BP Batam kepada pengguna jasa.

Pasal 2
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
atas:

a. Tarif Layanan Pengalokasian dan Administrasi Lahan;

b. Tarif Layanan Pelabuhan Laut;

c. Tarif Layanan Rumah Sakit;

d. Tarif Layanan Pengelolaan Air dan Limbah;

e. Tarif Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
f.  Tarif Layanan Bandar Udara;
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g. Tarif Layanan Perencanaan Bangunan, Pemanfaatan
Aset, dan Sarana dan Prasarana; dan

h. Tarif Layanan Lalu Lintas Barang.

Pasal 3
Tarif Layanan Pengalokasian dan Administrasi Lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. Tarif Layanan Alokasi Lahan;

b. Tarif Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan;

c. Tarif Layanan Pengukuran Alokasi Lahan;

d. Tarif Layanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi;
e. Tarif Layanan Rekomendasi Hak Atas Tanah;

f.  Tarif Layanan Penggantian Dokumen;

g. Tarif Layanan Pecah dan Gabungan Penetapan Lahan;
dan

h. Tarif Layanan [jin Peralihan Hak.

Pasal 4
Tarif Layanan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b terdiri atas:
a. Tarif Layanan Kepelabuhanan; dan

b. Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya.

Pasal 5
Tarif Layanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. Tarif Layanan Kapal;
b. Tarif Layanan Barang;
c. Tarif Layanan Penumpang; dan

d. Tarif Layanan Alat.

Pasal 6
Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
a. Tarif Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan untuk Jalur
Pipa;

b. Tarif Layanan Penggunaan Chassis;
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c. Tarif Layanan Sewa Tempat Iklan dan Promosi;

d. Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan
Kendaraan;

e. Tarif Layanan Sewa Ruangan; dan

f.  Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana

Pelabuhan Laut Lainnya.

Pasal 7

(1) Tarif Layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c dikenakan kepada pasien
masyarakat umum dan pihak penjamin.

(2) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung
biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi

pihak tertanggung.

Pasal 8
Tarif Layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c terdiri atas:
Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;

a.
b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas;

o

Tarif Farmasi; dan

e

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit.

Pasal 9

(1) Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a dibedakan berdasarkan Kelas III,
Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.

(2) Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar
sebagaimana  tercantum dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat

umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen)
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